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ABSTRACT

The purpose of this research is to predict the main target and identify relevant antecedent 
constructs on the transition in MSMEs green business practices. The sample is MSMEs 
Managers/Owners in the Java region, as many as 287 respondents were analyzed using 
Mixed Methods (Sequential Explanatory Design). The findings show that government 
rules and regulations positively encourage the value of environmental practices and the 
intention of MSMEs to switch to green practices. Furthermore, government support, 
partnerships and co-creation are effective ways of promoting the shift in MSME green 
business practices. However, the high cost of transitioning to green practices remains a 
major barrier for MSMEs, while it needs to be a multi-sectoral focus.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi target utama dan mengidentifikasi konstruk 
anteseden yang relevan pada peralihan praktik bisnis hijau UMKM. Sampel merupakan 
pengelola / pemilik UMKM di wilayah Jawa, adapun sebanyak 287 responden dianalisis 
secara Mixed Methods (Sequential Explanatory Design). Temuan menunjukkan bahwa 
regulasi dan peraturan pemerintah secara positif mendorong nilai praktik lingkungan dan 
niat UMKM untuk beralih ke praktik hijau. Selanjutnya, dukungan pemerintah, kemitraan 
dan kreasi bersama merupakan cara efektif dalam mempromosikan peralihan praktik 
bisnis hijau UMKM. Namun, biaya yang tinggi dari transisi ke praktik hijau tetap menjadi 
hambatan utama bagi UMKM, adapun perlu menjadi fokus multi-sektoral 

Kata Kunci: UMKM, Intensi Peralihan, Praktik Bisnis Hijau, Ekonomi Hijau
JEL: B21; D23; Q5.

Pendahuluan 

Permasalahan lingkungan telah disepakati menjadi salah satu ancaman serius. United 
Environment Programme merilis bahwa selama satu dekade terakhir (2010-2020) total Emisi 
Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 54,4 giggaton setara CO2 (GtCO2e). Serta pada tahun 
berikutnya meningkat sebesar 0,26 GtCO2e. Selain itu, Indonesia di antara negara-negara 
G20 menepati tujuh besar negara penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca (United Nations 
Environment Programme, 2022). Sehingga fakta tersebut mendorong pemerintah dan sektor 
bisnis untuk mulai menerapkan prinsip kehati-hatian dalam produksi serta fokus terhadap 
aspek keberlanjutan dan lingkungan yang dimasukkan dalam komponen inti bisnis (Ali dkk., 
2021; Das & Rangarajan, 2020; Muangmee dkk., 2021). Implikasi lain daripada hal tersebut 
adalah iklim bisnis yang lebih kompetitif dalam mendukung sektor hijau sebagai keunggulan 
tersendiri yang dimiliki oleh perusahaan (Muangmee dkk., 2021; Nuryakin & Maryati, 2022). 
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Dorongan penerapan ekonomi hijau menuntut sektor bisnis untuk lebih memperhatikan 
lingkungan disamping keuntungan (Hossain dkk., 2020). Kesadaran tersebut juga menjadikan 
praktik hijau menjadi keunggulan tersendiri yang ditawarkan setiap perusahaan (Nuryakin 
& Maryati, 2022). Dalam konteks ekonomi hijau paradigma pengaturan insentif keuangan 
dilakukan guna mendorong investasi hijau, inovasi, perilaku konsumsi yang berkelanjutan, 
dan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses-proses bisnis (Purwandani & Michaud, 
2021; Ryszawska, 2015). Sehingga sebuah usaha dituntut untuk memberi kontribusi pada masa 
yang akan datang, melalui kontribusi terhadap perlindungan lingkungan (Isensee dkk., 2020). 
Peralihan iklim bisnis menjadi semakin ramah lingkungan juga relevan dengan peralihan sikap 
para pemangku kepentingan dan konsumen terkait kesadaran terhadap pengentasan masalah 
kerusakan lingkungan (Galindo-Martín dkk., 2020; Guo dkk., 2020; Nuryakin & Maryati, 2022). 
Mendukung pernyataan tersebut, survey databoks pada pemuda di Indonesia menyatakan 
bahwa saat ini konsumen cenderung berbelanja dengan tas belanja sendiri dan memilih 
produk ramah lingkungan. Persentasenya mencapai 69,8 persen, berikutnya sebanyak 56,2 
persen responden membeli produk ramah lingkungan, lebih lengkap sebagai berikut (Annur, 
2022):

Gambar 1: Ragam Bentuk Kepedulian Konsumen Muda terhadap Lingkungan

Mengingat kesadaran terhadap lingkungan yang mulai tumbuh, tentu mengharuskan 
unit bisnis mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk memulai beralih menuju praktik bisnis 
hijau. Tanggung jawab UMKM terhadap sektor hijau juga tidak terlepas dari kemampuan 
UMKM dalam menyumbang kerusakan lingkungan (Fahad dkk., 2022). Literatur sebelumnya 
juga menyebut UMKM memiliki peran dalam menyumbang 70 persen emisi limbah (Fahad 
dkk., 2022). Namun pada sisi lain perlu diketahui bahwa UMKM berperan sebagai critical 
engine yang mampu berkontribusi 60,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 
mampu menyerap 96,9 persen tenaga kerja (Limanseto, 2022). Data Kementerian Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Mikro (Kemenkop-UKM) juga memperlihatkan bahwa jumlah UMKM 
tahun 2023 telah mencapai 8,71 juta unit usaha. Sehingga fakta tersebut menunjukkan 
dualisme, antara potensi besar UMKM terhadap ekonomi nasional serta peran UMKM dalam 
menyumbang kerusakan lingkungan.

Pentingnya tanggung jawab UMKM pada sektor lingkungan juga mengacu pada peran 
UMKM sebagai penyumbang degradasi lingkungan. Implikasi negatif yang timbul daripada 
kegiatan sektor usaha sering berkaitan dengan bahan baku, proses produksi, dan limbah 
produksi maupun pasca produksi (Yanto dkk., 2019). Sebagaimana kerusakan lingkungan 
seperti pencemaran air dan kerusakan tanah yang terjadi di Indonesia juga diakibatkan karena 
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adanya kegiatan usaha dan korporasi (Raharjo, 2019). Meskipun karena tekanan pemerintah 
dan publik, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) baru-baru ini mulai mengambil 
inisiatif untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan, akan tetapi tetap sulit bagi UMKM 
untuk bersaing di pasar dengan tetap mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan karena 
keterbatasan sumber daya yang dimiliki (Hartono dkk., 2021; Walker dkk., 2008).

Selaras dengan hal tersebut, fokus terhadap praktik bisnis hijau utamanya pada UMKM 
juga menjadi isu menarik pada sejumlah literatur. Secara umum penelitian praktik bisnis hijau 
akan dilakukan guna melihat pengaruhnya terhadap kinerja bisnis UMKM (Maziriri, 2020; 
Muangmee dkk., 2021; Songling dkk., 2018). Songling dkk (2018) beranggapan bahwa kinerja 
UMKM yang berkelanjutan juga dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah secara finansial 
maupun non-finansial. Sebab, keterbatasan yang dimiliki UMKM utamanya dalam sumber 
daya menjadikan keterkaitan pihak eksternal menjadi faktor yang berpengaruh terhadap 
perkembangan dan kinerja UMKM (Jun dkk., 2019). Sehingga pada aspek lain keterkaitan 
kemitraan juga menjadi salah satu hal penting dalam penerapan praktik bisnis hijau pada 
UMKM (Jun dkk., 2019). Dominasi pada penelitian berbasis kinerja bisnis hijau menjadikan 
penelitian dengan pendekatan peralihan menuju praktik bisnis hijau masih jarang dilakukan, 
dikarenakan untuk di negara berkembang sendiri kinerja lingkungan pada UMKM masih 
berada di fase awal (Gupta & Barua, 2018).

Penelitian ini berfokus pada peralihan UMKM menuju bisnis hijau. Selain itu penelitian 
ini juga menanggapi pendapat Muangmee dkk (2021) untuk melakukan pengamatan kinerja 
peralihan praktik bisnis hijau UMKM pada negara berkembang. Serta menjawab penelitian 
Yousaf (2021), yang menyarankan untuk menambahkan variabel partnership dan co-creation 
serta melihat pengaruh regulasi pemerintah terhadap peralihan praktik bisnis hijau UMKM. 
Sehingga secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi target utama 
dan mengidentifikasi konstruk anteseden yang relevan pada peralihan praktik bisnis hijau 
UMKM sebagai tanggapan atas peran UMKM dalam ekonomi hijau. Penelitian ini menawarkan 
kebaruan dengan fokus pada preferensi peralihan menuju bisnis hijau yang jarang diamati 
pada beberapa literatur sebelumnya. Serta dalam pembangunan konstruk penelitian ini akan 
menguji pengaruh dukungan pemerintah, peraturan dan kebijakan pemerintah, kemitraan 
dan kreasi bersama, biaya peralihan, dan nilai praktik hijau terhadap peralihan menuju bisnis 
hijau. Secara keseluruhan, model penelitian yang diangkat secara komprehensif memuat faktor 
internal dan eksternal UMKM, sehingga konstruksi yang dibangun dinilai dapat membawa 
faktor-faktor yang lebih relevan untuk menjelaskan strategi peralihan UMKM ke praktik bisnis 
hijau.

Lebih jauh pada bagian kedua juga akan dibahas tentang teori yang menjadi fondasi 
pengembangan model, studi empiris beberapa literatur tentang praktik bisnis hijau UMKM 
dan dilanjutkan dengan pembangunan hipotesis penelitian. Pada bagian ketiga penelitian 
ini akan memaparkan teknik pengambilan sampel, pengolahan data, dan variabel dalam 
penelitian. Serta pada bagian keempat akan dilanjutkan dengan pembahasan serta analisis 
data hasil penelitian. Pada bagian akhir disajikan kesimpulan serta rekomendasi dan implikasi 
untuk keberlanjutan penelitian terkait praktik bisnis hijau UMKM. Selain itu, bagian tersebut 
juga memberi saran secara teoritis, praktis, maupun kebijakan yang dapat diterapkan guna 
menunjang peralihan praktik bisnis hijau UMKM di Indonesia.

Telaah Literatur 

UMKM dan Ekonomi Hijau

Iklim bisnis saat ini nampaknya mendorong setiap entitas usaha untuk menerapkan 
praktik bisnis hijau dalam setiap proses bisnisnya (Muangmee dkk., 2021; Nuryakin & Maryati, 
2022). Harapannya adalah sektor bisnis tidak hanya mengacu pada keuntungan, melainkan 
juga dituntut untuk memperhatikan kelestarian lingkungan (Hossain dkk., 2020). Pentingnya 
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penerapan praktik bisnis hijau juga dilihat dari latar belakang praktik pertumbuhan ekonomi 
yang selama bertahun-tahun telah memberikan manfaat, namun juga memberi dampak pada 
penipisan sumber daya alam dan degradasi lingkungan (Purwandani & Michaud, 2021; Rao 
& Yan, 2020). Dengan demikian, praktik bisnis hijau dinilai mampu untuk memberikan solusi 
pada pertumbuhan ekonomi yang lebih bermanfaat pada lingkungan dan berkelanjutan. Sebab 
praktik bisnis hijau akan dilaksanakan dengan pengembangan pekerjaan dan investasi dengan 
mendorong pemanfaatan energi yang lebih efisien serta melindungi ekosistem lingkungan 
(Purwandani & Michaud, 2021). Hal yang sama juga berlaku bagi UMKM yang memiliki peran 
dalam aktivitas bisnis dan degradasi lingkungan yang terjadi.

Pentingnya peran UMKM dalam menerapkan praktik bisnis hijau pada dasarnya tidak 
lepas dari fungsi UMKM yang mampu untuk mendorong percepatan ekonomi (Purwandani 
& Michaud, 2021). Sebab, meskipun UMKM memiliki ukuran bisnis yang relatif kecil, namun 
dampak daripada praktik bisnis UMKM dimungkinkan sangat besar (Ashton dkk., 2017; 
Gupta & Barua, 2018; Purwandani & Michaud, 2021). Namun terkadang hal tersebut seakan 
tidak disadari oleh banyak pihak termasuk pelaku UMKM tersebut. Sehingga isu terkait 
permasalahan lingkungan dan pentingnya menerapkan praktik bisnis hijau terkadang masih 
dikesampingkan oleh para pelaku UMKM (Ashton dkk., 2017). Dalam sejumlah literatur 
sepakat menyebutkan hal yang sama bahwa UMKM pada dasarnya juga ikut berperan dalam 
kerusakan lingkungan (Ashton dkk., 2017; Gupta & Barua, 2018; Purwandani & Michaud, 
2021; Yanto dkk., 2019). Dalam beralih menuju praktik bisnis hijau tentunya UMKM akan 
mempertimbangkan beberapa hal, seperti profitabilitas, tuntutan stakeholder (pemerintah, 
pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya) (Ashton dkk., 2017), regulasi terkait praktik 
hijau, hingga risiko pada saat beralih menggunakan praktik hijau (Yanto dkk., 2019). Sehingga 
dari fakta tersebut dapat menunjukkan bahwa peralihan menuju bisnis hijau akan menjadi 
tantangan tersendiri bagi sektor UMKM (Purwandani & Michaud, 2021; Quintás dkk., 2018)

Stakeholders Theory

Teori stakeholder pada mulanya dikembangkan oleh Freeman & Reed (1983) untuk 
melakukan pengujian terhadap faktor yang menentukan praktik pada pengelolaan lingkungan. 
Stakeholder atau pemangku kepentingan dapat dikatakan sebagai kelompok atau individu 
yang dapat memberikan pengaruh atau juga dapat terpengaruh (Freeman, 1984; Hörisch 
dkk., 2014). Sehingga pemangku kepentingan dalam sebuah bisnis setidaknya akan berisi 
pelanggan, masyarakat, pemegang saham, pemasok, karyawan, dan pemerintah (Freeman, 
1984; Yu & Ramanathan, 2015; Yusfiarto dkk., 2022). Namun literatur lain sudah berusaha 
untuk mengelompokkan pemangku kebijakan dalam dua jenis, yaitu pemangku kebijakan 
internal dan pemangku kebijakan eksternal (Zhang & Yang, 2016; Zuraidah Raja Mohd Rasi 
dkk., 2014). Pada pemangku kebijakan internal akan berkaitan dengan karyawan dan manajer 
senior pada suatu perusahaan. Sedangkan pada pemangku kebijakan eksternal akan berkaitan 
dengan pihak luar, seperti pemerintah, pesaing, serta pelanggan (Zhang & Yang, 2016; Utama 
dkk., 2023). Mengingat kurangnya sumber daya kritis dalam UMKM (Yusfiarto & Pambekti, 
2019), mereka lebih bergantung pada sumber daya eksternal daripada rekan mereka yang 
lebih besar. Oleh karena itu, para pengambil keputusan di UMKM harus lebih memperhatikan 
pengaruh pemangku kepentingan terhadap perusahaan, karena mereka dapat membantu 
mengurangi ketidakpastian yang melekat dalam krisis yang akan datang (Manzaneque-Lizano 
dkk., 2019; Utama dkk., 2023).

Spesifik penerapan praktik hijau pada suatu UMKM, peran pengelola akan menjadi 
salah satu faktor suksesnya penerapan praktik hijau. Sebab, kemungkinan besar yang akan 
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terjadi jika pengelola memiliki kepekaan terhadap kesehatan dan keselamatan dalam 
bekerja maka hal tersebut akan memberi tekanan tersendiri bagi perusahaan untuk beralih 
menerapkan praktik hijau (Zhang & Yang, 2016). Selain itu pengelola juga memiliki peran 
penting dalam suatu organisasi, sehingga dapat terlihat bahwa peningkatan ekspektasi publik 
terkait praktik hijau suatu organisasi, secara tidak langsung juga akan memaksa seorang 
pengelola untuk dapat menerapkan praktik hijau (Zhang & Yang, 2016). Sama halnya dalam 
aspek pemangku kebijakan eksternal yang dipengaruhi oleh para pihak dari luar perusahaan. 
Pemangku kebijakan eksternal yang juga memiliki peran besar dalam menekan perusahaan 
untuk beralih menerapkan praktik hijau adalah pemerintah (Guo dkk., 2020; Zhang & Yang, 
2016). Sebab adanya isu kelangkaan sumber daya dan degradasi lingkungan pemerintah akan 
berperan penting dalam menetapkan aturan lingkungan yang lebih ketat serta pemerintah 
akan memainkan peran dalam mempromosikan praktik hijau (Zhang & Yang, 2016). Sisi lain 
konsumen dan komunitas sebagai salah satu pemangku kebijakan eksternal juga menuntut 
sektor bisnis untuk menciptakan praktik bisnis hijau (Guo dkk., 2020; Yousaf, 2021; Zhang & 
Yang, 2016). Sehingga secara keseluruhan peran pemangku kebijakan akan memberi dorongan 
bagi sektor UMKM untuk beralih dalam menerapkan praktik bisnis hijau.

Pengembangan Hipotesis

Rules and Regulatory

Seperangkat aturan dan regulasi yang dibuat pemerintah menjadi satu prasyarat 
dalam pembentukan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan (Raharjo, 
2019). Sehingga setiap aturan maupun regulasi yang dibuat pemerintah, utamanya berkaitan 
dengan lingkungan akan turut serta dalam mereduksi degradasi lingkungan yang terjadi (Jun 
dkk., 2019). Menurut Chan dkk (2016) adanya tekanan dari peraturan tentang lingkungan 
akan mendorong setiap sektor usaha untuk melakukan peningkatan inovasi praktik hijau. 
Mendukung pendapat tersebut, setiap aturan terkait lingkungan akan menjadi pendorong 
utama inovasi praktik hijau selain faktor permintaan dan penawaran (Doran & Ryan, 2012; Jun 
dkk., 2019). Namun, penerapan regulasi dan peraturan yang tepat dan jelas perlu ditekankan 
di sini, adapun terkait dengan seberapa besar kemampuan dan pemahaman holistik yang 
dimiliki pengelola UMKM (Jun dkk., 2019; Raharjo, 2019).

Lebih jauh, kebijakan pemerintah akan berperan dalam meningkatkan nilai praktik 
kesadaran lingkungan bagi dunia usaha (Anwar & Li, 2021). Sebab memang pemerintah secara 
tidak langsung pelopor dalam meningkatkan nilai praktik lingkungan adalah melalui peraturan 
yang dibuat dengan mempertimbangkan kesiapan sektor usaha (Chan dkk., 2016). Temuan 
Doran & Ryan (2012) juga mengungkapkan bahwa regulasi dan aturan pemerintah menjadi 
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keterlibatan sebuah usaha dalam praktik inovasi 
hijau. Artinya kemudian, semakin ketat aturan serta regulasi terkait perlindungan lingkungan 
mampu meningkatkan nilai dan kesadaran tentang praktik hijau UMKM (Chen dkk., 2022; Jun 
dkk., 2019). Sehingga hipotesis akan didalilkan sebagai berikut: 

Hipotesis 1: Rules and Regulatory berpengaruh positif signifikan terhadap Environmental 
Value Practice.

Hipotesis 2: Rules and Regulatory berpengaruh positif signifikan terhadap Switching 
Intention to Green Practice.

Partnership and Co-creation

Kerjasama eksternal dalam bentuk kemitraan dipandang sebagai salah satu cara untuk 
mempromosikan praktik hijau pada UMKM (Jun dkk., 2019). Kemitraan akan menjadi salah 
satu tolok ukur keefektifan kerjasama dan kolaborasi antara UMKM dengan mitra mereka 
(Das & Rangarajan, 2020). Sisi lain sebuah usaha juga akan bergantung pada mitranya dalam 
bentuk modal atau pasokan dana untuk kemudian dapat mendukung penerapan praktik hijau 
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(Dhull & Narwal, 2016; Jun dkk., 2019). Selain pemasok salah satu mitra yang juga mampu 
mendukung sektor usaha adalah universitas (Cainelli dkk., 2012). Temuan Cainelli dkk (2012) 
juga mengungkap bahwa hubungan antara sektor usaha dengan mitra dalam bentuk pelatihan 
dan penerapan teknologi mampu memberi dampak pada inovasi sektor lingkungan. Sebab 
menjaga hubungan baik dengan para mitra memungkinkan UMKM untuk dapat menyerap 
pengetahuan dan kemampuan serta melakukan evaluasi guna perkembangan usaha (Hanifah 
dkk., 2019). Yousaf (2021) menganggap bahwa salah satu kendala yang dihadapi UMKM dalam 
mencapai inovasi hijau adalah kurangnya praktik hijau dan green value co-creation. 

Dalam penerapan green value co-creation keterlibatan multi-sektoral sangat 
diperlukan, kenyataan tersebut juga mendorong adanya pertukaran nilai untuk meningkatkan 
nilai penciptaan suatu produk (Chih dkk., 2019; Guo dkk., 2020; Yousaf, 2021). Secara khusus 
Chih dkk (2019) juga menggarisbawahi pada aspek co-creation atau penciptaan nilai bersama 
diyakini akan meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan produsen akan apa yang harus 
dipenuhi dalam pembuatan produk berikutnya. Selain itu pentingya penciptaan nilai bersama 
dalam konteks bisnis hijau juga relevan. Sebab pada saat ini sudah beralih pada promosi dan 
pengembangan praktik hijau dalam mendukung green value co-creation, di mana kenyataan 
tersebut dilakukan sebab adanya peningkatan kesadaran pelanggan akan lingkungan yang 
berdampak pada peningkatan permintaan akan layanan dan produk ramah lingkungan (Guo 
dkk., 2020; Yousaf, 2021). Sehingga secara keseluruhan hipotesis dapat dibanguni:

Hipotesis 3: Partnership and Co-creation berpengaruh positif signifikan terhadap 
Environmental Value Practice

Hipotesis 4: Partnership and Co-creation berpengaruh positif signifikan terhadap 
Switching intention to Green Practice

Government Support

Pemerintah sering diklasifikasikan sebagai pihak eksternal yang berperan penting bagi 
UMKM (Raharjo, 2019). Pada beberapa literatur dukungan pemerintah juga diklasifikasikan 
menjadi dukungan dalam bentuk finansial dan non-finansial (Anwar & Li, 2021; Songling dkk., 
2018). Tawaran dukungan finansial pada UMKM menjadi bentuk fasilitas dalam mendorong 
kinerja, ekspansi bisnis, dan kelancaran operasional usaha (Anwar & Li, 2021; Clement & 
Hansen, 2003). Sedangkan dukungan yang berwujud selain uang yang mampu menunjang 
pertumbuhan usaha, promosi, dan keberlangsungan usaha masuk kedalam dukungan non-
finansial (Songling dkk., 2018). Sehingga dalam penelitiannya, Songling dkk (2018) menyoroti 
bahwa dukungan pemerintah tidak hanya berimplikasi pada sektor usaha baru, melainkan juga 
pada sektor usaha lama. Dengan demikian kenyataan tersebut semakin menguatkan pendapat 
Raharjo (2019) bahwa pemerintah memberi peran penting terhadap keberlangsungan bisnis 
UMKM. 

Dukungan pemerintah disebutkan dalam hasil temuan Purwandani & Michaud 
(2021), bahwa pelaku usaha mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi dalam 
menerapkan praktik bisnis hijau adalah modal. Sehingga penelitian tersebut menyarankan 
untuk mempertimbangkan strategi, dan program yang akan ditetapkan pemerintah pada 
sektor usaha. Di mana aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah penyusunan 
dukungan yang relevan dengan kesejahteraan UMKM tanpa merusak kualitas lingkungan 
(Purwandani & Michaud, 2021). Sejalan dengan pendapat tersebut, temuan Anwar & Li (2021) 
juga menyatakan bahwa keberhasilan UMKM dalam menerapkan praktik bisnis hijau juga 
berkaitan erat dengan dukungan pemerintah (finansial dan non-finansial). Selain itu Anwar 
& Li (2021) juga menyoroti bahwa kegagalan yang biasa terjadi pada sektor UMKM adalah 
keterbatasan sumber daya dan dukungan secara finansial maupun non-finansial. Sehingga 
hipotesis akan berbunyi:
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Hipotesis 5: Government Support berpengaruh positif signifikan terhadap Environmental 
Value Practice

Hipotesis 6: Government Support berpengaruh positif signifikan terhadap Switching 
intention to Green Practice

Value Practices

Pelaksanaan praktik bisnis hijau akan mengacu pada penciptaan sebuah inovasi 
dengan didasarkan pada tingginya kesadaran lingkungan (Guo dkk., 2020; Yousaf, 2021). 
Artinya kemudian jelas bahwa implikasi dari praktik hijau adalah keselamatan lingkungan 
dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan (Yang & Lin, 2020; Yousaf, 2021). Sehingga 
memang dalam praktik bisnis hijau pertimbangan bahan, konsumsi energi, desain produk, 
dan beberapa aspek lain yang berkaitan dengan bisnis diharuskan memberikan dampak 
positif pada lingkungan (Chan dkk., 2016; Chang, 2011). Purwandani & Michaud (2021) juga 
beranggapan bahwa praktik bisnis hijau pada suatu usaha relevan dengan penerapan sirkular 
ekonomi, dalam tujuan yang sama yaitu mereduksi kerusakan lingkungan.

Namun UMKM sebagai pelaku bisnis tentu akan mempertimbangkan keuntungan dalam 
praktik bisnis hijau, sehingga menjadi penting untuk menciptakan kebermanfaatan (seperti 
manfaat finansial) bagi UMKM (Purwandani & Michaud, 2021) . Selaras dengan pendapat 
tersebut temuan Graafland & Gerlagh (2019) mengungkap bahwa meskipun kesadaran akan 
lingkungan meningkat, namun kenyataannya belum banyak sektor usaha yang mampu dan 
mau untuk meningkatkan kinerja lingkungan, Meski demikian secara empiris penelitian 
Graafland & Gerlagh (2019) juga menyebutkan bahwa motivasi intrinsik (lingkungan) dan 
ekstrinsik (keuntungan) sama-sama berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan. 
Sehingga hipotesis dapat berbunyi:

Hipotesis 7: Environmental Value Practice berpengaruh positif signifikan terhadap 
Switching intention to Green Practice

Switching Cost

Tantangan praktis yang dihadapi sektor usaha saat memilih untuk beralih pada praktik 
hijau salah satunya adalah kesuksesan finansial. Harapannya kesuksesan finansial dapat 
terwujud dengan pengurangan biaya dan mereduksi risiko pada setiap keputusan bisnis 
(Andrews, 1998; Beamon, 2014; Onyido dkk., 2016). Dengan demikian perkembangan praktik 
hijau atau tanggung jawab lingkungan dan kesuksesan pada sektor bisnis akan menjadi sangat 
kontras (Onyido dkk., 2016). Biaya peralihan juga disebutkan sering menjadi kendala bagi 
UMKM sektor pertanian di wilayah Yunani (Margosi, 2022; Partalidou dkk., 2021). Selain itu 
implikasi dari timbulnya switching cost adalah perasaan terhadap switching cost tersebut yang 
juga menghambat niat untuk beralih menggunakan produk ramah lingkungan (Kazmi dkk., 
2021; Ram & Wu, 2016)

Berbeda dengan sejumlah pendapat sebelumnya, Ram & Wu (2016) dalam temuannya 
menyatakan bahwa sebenarnya switching cost dalam suatu bisnis akan sangat bergantung 
pada kondisi dan situasi dalam bisnis. Meski demikian dalam konteks praktik bisnis hijau, 
biaya praktik bisnis ramah lingkungan menjadi lebih tinggi daripada bisnis konvensional, hal 
tersebut juga terlihat dari harga produk ramah lingkungan yang memiliki harga lebih tinggi 
dibanding produk konvensional. Artinya, sektor UMKM sebagai usaha dengan keterbatasan 
sumber daya, seperti dana berpotensi membayar sedikit lebih mahal sebagai biaya peralihan 
guna melaksanakan praktik bisnis hijau. Sehingga hipotesis didalilkan sebagai berikut:
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Hipotesis 8: Switching Cost memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Switching 
intention to Green Practice

Hipotesis 8a: Switching Cost signifikan memoderasi hubungan antara Environmental 
Value Practices dan Switching intention to Green Practices

Sumber: Dikembangkan dari Guo dkk. (2020), Jun dkk. (2019), Graafland & Gerlagh (2019)

Gambar 2: Konseptual Model Penelitian

Metode Penelitian

Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuesioner (data primer) dengan skala likert 1 
(sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju), adapun metode convenience sampling 
digunakan dan data yang diperoleh diambil secara luring (tatap muka) maupun daring 
(google-form). Objek penelitian fokus kepada UMKM yang ada di Provinsi Jawa timur, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Lebih jauh, penelitian ini memanfaatkan 
komunitas bisnis ramah lingkungan di media sosial dan komunitas lainnya. Hal ini dilakukan 
karena UMKM di Provinsi ini merupakan bagian dari industri nasional yang memiliki peran 
besar dalam perekonomian hijau. Juga, UMKM di daerah ini berpotensi menghasilkan produk 
yang berkualitas serta ramah lingkungan. Secara keseluruhan total sampel dalam penelitian 
ini adalah 287 pemilik dan/ pengelola UMKM, adapun spektrum demografi sebagai berikut; 
berdasarkan domisili (provinsi) bisnis didominasi oleh UMKM yang beroperasi di Jawa Timur 
sebanyak 39,37 %, pada spektrum skala bisnis mayoritas responden merupakan skala mikro 
dan kecil sebanyak 58,19%, pada spektrum umur bisnis didominasi oleh UMKM yang telah 
beroperasi selama > 5 tahun sebanyak 44, 95%, sedangkan pada spektrum industri mayoritas 
merupakan bisnis makanan dan minuman sebanyak 37,28%. Lebih lanjut tersaji dalam tabel 1. 
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Tabel 1: Frekuensi Responden

Demografi Frekuensi (%)

Skala Mikro dan Kecil 167 58,19%
  Menengah 120 41,81%
Domisili (Provinsi) Jawa timur 113 39,37%
  Jawa Tengah 67 23,34%
  Jawa Barat 26 9.,6%
  DI Yogyakarta 81 28,22%
Umur < 1 tahun 26 9,06%
  1-2 tahun 59 20,56%
  3-5 tahun 73 25,44%
  > 5 tahun 129 44,95%
Industri Makanan dan minuman 107 37,28%
  Kreatif 56 19,51%
  Tekstil 79 27,53%
  Pengolahan Kayu 45 15,68%

Metode Pengukuran

Penelitian ini mengadopsi metode berbasis Mixed Methods (Sequential Explanatory 
Design). Metode ini dimulai dengan pengumpulan data kuantitatif dalam tahap pertama, 
diikuti dengan pengumpulan data kualitatif dalam tahap kedua. Tujuan dari tahap pertama 
adalah untuk mengumpulkan data kuantitatif untuk mengukur fenomena atau variabel yang 
diteliti dengan cara yang objektif dan sistematis, sedangkan tujuan dari tahap kedua adalah 
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena tersebut melalui 
analisis kualitatif. Data kualitatif dalam tahap kedua sering digunakan untuk menjelaskan 
hasil kuantitatif yang diperoleh pada tahap pertama, dengan demikian, desain ini juga disebut 
sebagai desain “explanatory” atau penjelas (Creswell & Plano-Clark, 2011).

Tahap pertama, pendekatan yang digunakan adalah partial least squares structural 
equation modeling (PLS-SEM). Hal tersebut dikarenakan kompleksitas model penelitian dan 
tujuan penelitian adalah guna memprediksi target utama dan mengidentifikasi konstruk 
anteseden yang relevan (Sarstedt dkk., 2017). Kompleksitas yang dimaksud mengacu kepada 
model penelitian yang menggunakan kombinasi jalur langsung maupun moderasi interaksi. 
Selanjutnya, konstruk dalam penelitian ini secara keseluruhan merupakan aitem yang 
diadaptasi dari penelitian terdahulu dan dilakukan modifikasi sesuai dengan konteks dan 
model penelitian. Konstruk switching intention (tiga aitem) dan switching cost (tiga aitem), 
masing-masing diadaptasi dari Bansal (2005) dan Jun dkk. (2019). Selain itu konstruk rules 
and regulatory (tiga aitem), partnership and co-creation (dua aitem) dan value practices (tiga 
aitem). Konstruksi tersebut masing-masing diadaptasi dari Jun dkk. (2019) dan Mayowa Solaja 
dkk. (2020). Terakhir, konstruk government support (tiga aitem) diadaptasi dari Jun dkk. (2019).

Tahap kedua, studi ini melakukan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan 7 pengelola 
UMKM dari berbagai industri, umur bisnis, domisili usaha dan skala bisnis (sesuai hasil 
demografi) untuk memvalidasi secara silang output yang diperoleh dari studi kuantitatif. Secara 
singkat, FGD adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan kelompok diskusi sebagai 
subjek penelitian. Ciri khas utama FGD adalah adanya interaksi antara peserta sebagai bagian 
dari diskusi kelompok yang dipandu oleh seorang moderator. Interaksi ini membedakan FGD 
dari metode riset kualitatif lainnya seperti wawancara mendalam atau observasi. Responden 
terutama ditanyai beberapa pertanyaan terbuka mengenai konstruksi model penelitian. 
Jumlah peserta yang ideal antara 6-12 responden (Ascarya & Sakti, 2022), dikarenakan 



257

East Java Economic Journal Vol. 7, No.2 (2023):248-268

jumlah peserta yang terlalu banyak juga tidak efektif karena kurangnya kesempatan untuk 
menyampaikan pendapat. 

Hasil

Screening Data

Uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) diterapkan guna mengetahui seberapa kuat kecukupan 
sampel yang digunakan dalam penelitian, adapun ambang batas indeks KMO adalah > 0.8 
(Cureton & D’Agostino, 2013). Output KMO adalah 0,858 sehingga secara statistik sampel 
penelitian memenuhi kriteria kecukupan. Tahap berikutnya adalah uji common method variance 
(CMV) menggunakan Harman’s single factor test (Kock dkk., 2021). Output menunjukkan 
struktur enam faktor (eigen-values lebih besar dari 1), dengan varians maksimum oleh satu 
faktor adalah kurang dari 50 persen dari kovarians dalam konstruksi. Dapat disimpulkan tidak 
ada masalah CMV pada sekumpulan data yang digunakan.

Measurement model assessment (outer model)

Tabel 2: Outcome of Measurement Model

Konstruk Laten Konstruk 
Manifes

Loading 
Factors

α rho_A CR AVE

Government Support
GS1 0,714 0,713 0,757 0,832 0,623
GS2 0,803        
GS3 0,845        

Partnership and co-creation
PC1 0,868 0,671 0,671 0,859 0,753
PC2 0,867        

Rules and regulatory
RR1 0,786 0,778 0,840 0,868 0,687
RR2 0,807        
RR3 0,889        

Switching Cost
SC1 0,764 0,763 0,859 0,857 0,667
SC2 0,793        
SC3 0,888        

Environmental Value Prac-
tices

VP1 0,809 0,732 0,744 0,848 0,651
VP2 0,756        
VP3 0,852        

Switching Intention to Green 
Business

SI1 0,865 0,843 0,843 0,905 0,761
SI2 0,890        
SI3 0,862        

Tes pertama, pengujian reliabilitas diterapkan, selanjutnya diperiksa dengan nilai 
cronbach’s alpha (α) dan composite reliability (CR). Output menunjukan nilai α ada pada 
rentang 0,671 sampai dengan 0,843, sedangkan CR ada pada rentang 0,832 sampai dengan 
0,905. Hasil tersebut mengkonfirmasi keandalan konsistensi internal dari konstruksi (α 
dan CR > 0,60), sesuai rekomendasi dari Hair dkk. (2019). Tes berikutnya merujuk kepada 
validitas konvergen dan diskriminan, diperiksa menggunakan nilai outer loadings dan average 
variance extracted (AVE). Sedangkan validitas diskriminan diperiksa dengan melihat nilai rasio 
Heterotrait-Monotrait (HTMT) dan Fornell-Larcker criterion sesuai rekomendasi dari Henseler 
dkk (2015). Output menunjukan nilai outer loading secara keseluruhan lebih tinggi dari 0,70 
sedangkan nilai AVE ada pada rentang 0,623 sampai dengan 0,761 (> 0,50). Hasil tersebut 
menunjukkan adanya validitas konvergen di antara konstruk reflektif (Hair dkk., 2019). 
Sedangkan output HTMT menunjukkan hubungan antar konstruk secara keseluruhan lebih 
rendah dari nilai ambang batas maksimum 0,90, adapun nilai korelasi antar konstruk juga 
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lebih rendah dari nilai akar AVE (Hair dkk., 2019). Dengan demikian, dapat disimpulkan semua 
konstruksi reflektif menunjukkan validitas diskriminan (lihat tabel 3 dan 4).

Tabel 3: Outcome of HTMT

Constructs 1 2 3 4 5 6

Environmental Value Practices 1          

Government Support 0,427 1        

Partnership and co-creations 0,539 0,612 1      

Rules and Regulatory 0,501 0,529 0,585 1    

Switching Cost 0,131 0,092 0,205 0,116 1  

Switching to Green Practices 0,483 0,133 0,139 0,245 0,181 1

Tabel 4: Outcome of Fornell-Lacker Criterion

Constructs 1 2 3 4 5 6

Environmental Value Practices 0,807

Government Support 0,326 0,789

Partnership and co-creations 0,374 0,439 0,867

Rules and Regulatory 0,397 0,383 0,417 0,829

Switching Cost -0,022 0,052 0,156 0,078 0,817

Switching to Green Practices 0,384 0,042 0,105 0,212 -0,157 0,872

Structural model assessment (inner model)

Standardized root means square residual (SRMR) diterapkan guna memverifikasi 
kesesuaian model. Output SRMR menunjukan hasil yang diharapkan (saturated model = 
0,055 dan estimated model = 0,053), sesuai dengan ambang batas < 0,080, di mana ukuran 
tersebut untuk PLS-SEM dapat digunakan untuk menghindari kesalahan spesifikasi model 
(Henseler dkk., 2015). Selanjutnya, output VIF menunjukkan kisaran 1,095 sampai dengan 
1,451 berada di bawah ambang batas 3 sesuai rekomendasi dari Hair dkk. (2019). Nilai VIF 
tersebut menjustifikasi bahwa penelitian ini tidak terindikasi gejala multikolinearitas. Masuk 
kepada uji hipotesis, penelitian ini menilai berdasarkan tingkat signifikansi menggunakan the 
bootstrap 5000 approach (resampling) dengan p-value for a two-tailed significance.

Mengacu kepada luaran hubungan langsung dapat dianalisis bahwa hubungan 
antara rules and regulations, partnership and co-creation dan government support terhadap 
environmental value practices menunjukkan signifikansinya (p-value < 0.10). Oleh karena 
itu, Hipotesis 2, 4 dan 6 didukung dalam penelitian ini. Sedangkan pada intensi peralihan 
UMKM ke praktik bisnis hijau sebagai konsekuen, menyatakan bahwa environmental value 
practices dan rules and regulatory saja yang mempunyai pengaruh signifikan karena memiliki 
nilai signifikansi dibawah 0,05. Berbeda pada kedua anteseden tersebut, government support 
dan partnership and co-creations tidak memiliki cukup bukti berpengaruh langsung terhadap 
intensi peralihan UMKM ke bisnis hijau. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 dan 7 diterima, 
sedangkan hipotesis 3 dan 5 ditolak pada penelitian ini. 

Spesifik pada konstruk switching cost, baik melihat hasil analisis terhadap luaran efek 
interaksi maupun langsung; anteseden ini terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap 
intensi peralihan UMKM ke bisnis hijau (β = -0.193, p-value < 0,05). Senada dengan hasil 
tersebut, switching cost terbukti memiliki hubungan negatif signifikan dalam memoderasi 
environmental value practices terhadap intensi peralihan UMKM ke bisnis hijau (β = -0.169, 
p-value < 0,05). Oleh karena itu, Hipotesis 8 dan 8a didukung dalam penelitian ini. Terakhir, 
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nilai koefisien determinasi (R²) dan relevansi prediktif (Q²) menunjukan hasil yang moderat. Hal 
ini berarti bahwa variasi model penelitian terhadap konstruk dependen (Switching intention) 
sebesar 60% dan konstruksi pemodelan SEM-PLS memiliki tingkat akurasi yang cukup (Hair 
dkk., 2021). Lebih lengkap tersaji pada tabel 5 dan 6.

Tabel 5: Outcome of The Structural Model

PLS-Path β St,Dev t-value p-value Conclusion

Government Support -> Environmental Value 
Practices 0,136 0,078 1,747 0,081 Yes

Partnership and co-creations -> Environmen-
tal Value Practices 0,207 0,071 2,915 0,004 Yes

Rules and Regulatory -> Environmental Value 
Practices 0,258 0,068 3,767 0,000 Yes

Environmental Value Practices -> Switching to 
Green Practices 0,349 0,058 6,013 0,000 Yes

Government Support -> Switching to Green 
Practices -0,090 0,085 1,063 0,288 No

Partnership and co-creations -> Switching to 
Green Practices -0,012 0,061 0,197 0,844 No

Rules and Regulatory -> Switching to Green 
Practices 0,128 0,061 2,110 0,035 Yes

Switching Cost -> Switching to Green Practices -0,193 0,068 2,852 0,004 Yes

Value Practices x Switching Cost -> Switching 
to Green Practices -0,169 0,063 2,664 0,008 Yes

Tabel 6: Outcome of R² dan Q²

PLS-Path VIF f² Q² R²

Government Support -> Environmental Value Practices 1,318 0,018

0.139 0.224Partnership and co-creations -> Environmental Value Practices 1,362 0,041

Rules and Regulatory -> Environmental Value Practices 1,288 0,067

Environmental Value Practices -> Switching to Green Practices 1,320 0,118

0.447 0.604

Government Support -> Switching to Green Practices 1,361 0,008

Partnership and co-creations -> Switching to Green Practices 1,451 0,006

Rules and Regulatory -> Switching to Green Practices 1,377 0,015

Switching Cost -> Switching to Green Practices 1,095 0,044

Importance-performance Map Analysis (IPMA)
Guna mendalami analisis kuantitatif dari sisi kepentingan dan kinerja, analisis 

IPMA dalam PLS-SEM diterapkan. IPMA dapat mengidentifikasi target utama dengan cara 
membandingkan efek total yang kuat, tetapi memiliki kinerja yang rendah sehingga keputusan 
strategis dapat diterapkan (Ringle & Sarstedt, 2016). Untuk memudahkan, hasil disajikan 
dengan grafik yang menunjukkan kuadran 1 sampai dengan 4 (Streukens dkk., 2017). Hasil 
menunjukan ketika konstruk difokuskan kepada intensi peralihan UMKM ke bisnis hijau; 
pertama, konsentrasi tertinggi perlu diberikan pada government support, switching cost, 
partnership and co-creation karena berada pada kuadran II. Kedua, konstruk environmental 
value practices dan rules and regulatory berada pada kuadran satu. Hasil ini menunjukkan 
secara keseluruhan konstruksi yang dibangun memiliki kepentingan dan kinerja yang tinggi 
untuk peralihan UMKM ke praktik bisnis hijau. Lebih lengkap tersaji pada grafik 6, dimana 
aspek kinerja dan kepentingan digambarkan.
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Gambar 4: Outcome of Full Model

Gambar 5: Outcome of IPMA

Wawasan dari FGD

Dalam penelitian ini FGD dilakukan dengan 7 pengelola UMKM dari berbagai industri, 
umur bisnis, domisili usaha dan skala bisnis (sesuai hasil demografi) untuk memvalidasi secara 
silang output yang diperoleh dari studi kuantitatif. Responden ditanya dengan beberapa 
pertanyaan terbuka mengenai konstruksi yang digambarkan pada Gambar 2. Beberapa 
pertanyaan penting adalah sebagai berikut:
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1.	 Apa saja bentuk dukungan pemerintah yang paling efektif dalam membantu UMKM 
menerapkan praktik bisnis hijau?, dan Bagaimana dukungan pemerintah tersebut 
mempengaruhi keputusan UMKM untuk beralih ke bisnis hijau?.

2.	 Bagaimana regulasi dan peraturan dapat membantu mempromosikan praktik ramah 
lingkungan dan memfasilitasi peralihan UMKM ke bisnis hijau?, dan Apa saja hambatan 
yang mungkin dihadapi UMKM dalam mematuhi regulasi dan peraturan yang telah  
ditetapkan?.

3.	 Bagaimana kemitraan dan kreasi bersama antara UMKM dan organisasi formal/non-
formal dapat membantu meningkatkan praktik ramah lingkungan dan mendorong 
peralihan ke bisnis hijau?, dan Apa saja manfaat yang mungkin dapat diperoleh?.

4.	 Apa saja potensi biaya yang harus ditanggung UMKM saat beralih ke bisnis hijau 
dan menerapkan praktik ramah lingkungan, adapun bagaimana biaya ini dapat 
mempengaruhi keputusan UMKM?, dan apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan 
untuk membantu mengurangi biaya tersebut?.

5.	 Secara keseluruhan, apa itu nilai praktik hijau dari perspektif pengelola UMKM?, dan 
Apakah semakin meningkatnya nilai praktik hijau mempengaruhi pegelola untuk 
beralih sepenuhnya ke praktik bisnis hijau?.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini, kutipan berikut adalah ilustrasi: Diskusi 
memvalidasi bahwa dukungan pemerintah yang efektif dapat mempengaruhi keputusan 
UMKM untuk beralih ke bisnis hijau dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan 
nilai, menurunkan biaya dan risiko, serta meningkatkan peluang bisnis. Menanggapi pertanyaan 
tentang dukungan pemerintah, berikut kesimpulan dari jawaban-jawaban partisipan:

“Bagi kami pengelola UMKM, dukungan pemerintah yang efektif adalah hal yang 
sangat penting bagi pengembangan praktik-praktik hijau. Dukungan seperti pelatihan, 
pendampingan, insentif serta akses pasar dan sumber daya sangat membantu 
kami dalam menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan. Misalnya pelatihan dan 
pendampingan dapat membantu UMKM memahami nilai dari praktik bisnis hijau dan 
memberikan dukungan praktis dalam penggunaan peralatan dan teknologi penunjang. 
Insentif juga dapat membantu mengatasi biaya di awal yang diperlukan untuk beralih 
ke bisnis hijau dan membuatnya lebih terjangkau. Akses ke pasar dan sumber daya 
juga memberikan kami kemudahan dalam memanfaatkan peluang pasar hijau yang 
semakin berkembang.”

Pada pertanyaan kedua, mayoritas partisipan setuju dengan peran regulasi dan 
peraturan mampu mendorong peralihan ke bisnis hijau. Regulasi dan peraturan yang tepat 
dapat membantu mempromosikan praktik ramah lingkungan dan memfasilitasi peralihan 
UMKM ke bisnis hijau dengan memberikan pedoman dan aturan yang jelas tentang praktik 
bisnis yang berkelanjutan. Sebagai berikut kesimpulan pernyataan partisipan:

“Tekanan peraturan dan regulasi untuk pengusaha UMKM berkaitan dengan 
lingkungan, menurut kami berdampak besar bagi pengusaha untuk selalu menjaga 
lingkungan dalam proses-proses usahanya, hal ini dikarenakan ketidakpatuhan 
terhadap peraturan lingkungan pemerintah mungkin menjadi sangat mahal bagi 
pengelola. Misalnya untuk pengolahan dan pembuangan limbah tekstil seperti batik 
yang tidak baik, akibatnya mencemari sungai, memungkinkan adanya penegakan 
hukum yang berat sehingga pengelola merasa takut dan lebih taat terhadap peraturan 
lingkungan. Namun, ada beberapa hambatan yang mungkin dihadapi UMKM dalam 
mematuhi regulasi dan peraturan. Beberapa UMKM mungkin tidak terlalu memahami 
persyaratan yang ditetapkan atau tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk 
memenuhinya. Biaya implementasi juga dapat menjadi hambatan bagi beberapa 
UMKM, terutama bagi yang beroperasi pada skala mikro dan kecil.”

Pada pertanyaan ketiga, diskusi memvalidasi bahwa kemitraan dan kreasi bersama 
organisasi baik formal/non-formal merupakan bantuan yang besar bagi UMKM untuk beralih 
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ke bisnis hijau, selain dukungan dari pemerintah. Kemitraan dan kreasi bersama dengan 
organisasi seperti institusi perguruan tinggan atau lembaga penelitian menjadi perhatian 
utama pemiliki/pengelola UMKM. Menanggapi pertanyaan tentang kemitraan dan kreasi 
bersama, berikut kesimpulan dari jawaban-jawaban partisipan: 

“Kemitraan dan kreasi bersama menurut kami dapat menjadi bantuan yang besar 
selain dari pemerintah. Sebagai contoh kerjasama dengan organisasi seperti universitas 
dan komunitas untuk mengembangkan produk-produk, kemasan, pengolahan limbah 
yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu kemitraan yang ada bisa dalam 
bentuk memberikan panduan dan pelatihan tentang bagaimana mengembangkan 
praktik bisnis hijau, serta membantu kami dalam mengidentifikasi bahan-bahan dan 
teknologi yang dapat digunakan. Hal ini akan membantu pengelola UMKM dalam 
meningkatkan pemahaman tentang hal-hal teknis praktik bisnis hijau, dan membantu 
dalam mengadopsi praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan, terutama bagi kami 
bisnis mikro dan kecil di mana lebih memiliki kesulitan ketika memahami teknis-
teknisnya”.

Menanggapi pertanyaan tentang biaya peralihan, secara umum, biaya peralihan dapat 
mempengaruhi keputusan UMKM untuk beralih ke bisnis hijau karena UMKM seringkali 
memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan modal. Menanggapi pertanyaan tentang 
kemitraan dan kreasi bersama, berikut kesimpulan dari jawaban-jawaban partisipan:

“Untuk beralih ke bisnis hijau dan menerapkan praktik ramah lingkungan, UMKM 
harus siap menanggung biaya investasi awal, biaya operasional yang lebih tinggi, dan 
biaya pelatihan dan sertifikasi. Sebagai contoh, biaya investasi awal dapat menjadi 
sangat besar, seperti membeli mesin atau peralatan untuk mendaur ulang limbah 
sisa produksi tahu dan tempe seperti bakteri pengurai untuk mengolah limbah cair 
yang dihasilkan dari proses pencucian, perebusan, pengepresan, dan pencetakan 
tahu. Selain itu, penggunaan bahan-bahan dan teknologi yang lebih mahal dapat 
menyebabkan biaya operasional yang lebih tinggi sehingga berpengaruh pada harga 
jual produk. Biaya pelatihan dan sertifikasi terkait proses bisnis hijau juga juga menjadi 
pertimbangan kami untuk beralih secara konsisten atau tidak”

Terakhir, keseluruhan partisipan setuju dengan pentingnya meningkatkan nilai praktik 
hijau guna mendorong peralihan ke bisnis hijau. Namun, untuk saat ini, keputusan untuk 
beralih sepenuhnya ke bisnis hijau masih perlu dipertimbangkan dengan matang, dilihat dari 
kesiapan dan kapasitas yang berbeda dari masing-masing UMKM. Sebagai berikut kesimpulan 
pernyataan partisipan:

“Semakin meningkatnya nilai praktik hijau dapat mempengaruhi kami untuk beralih 
sepenuhnya ke bisnis hijau. Hal ini dapat terjadi karena semakin meningkatnya 
kesadaran dan permintaan pasar untuk produk-produk ramah lingkungan, sehingga 
beralih ke bisnis hijau dapat membantu memperluas pasar kami. Selain itu, semakin 
banyak dukungan dari pemerintah atau organisasi formal/non-formal, memperbesar 
keinginan pengelola UMKM untuk mengambil langkah tersebut. Namun, keputusan 
untuk beralih sepenuhnya ke bisnis hijau masih perlu dipertimbangkan dengan matang 
saat ini, melihat kesiapan dan kapasitas yang berbeda dari masing-masing UMKM 
terutama dalam hal sumber daya yang dibutuhkan.”

Pembahasan

Secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk memprediksi target utama dan 
mengidentifikasi konstruk anteseden yang relevan pada peralihan praktik bisnis hijau UMKM 
sebagai tanggapan atas peran UMKM dalam ekonomi hijau. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa konstruk regulasi dan peraturan pemerintah memiliki pengaruh positif yang signifikan 
terhadap nilai praktik lingkungan dan intensi UMKM untuk beralih ke praktik hijau. Hasil ini 
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beririsan dan sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Jun dkk. (2019), Chan dkk. (2016) 
dan Doran & Ryan (2012). Lebih jauh, temuan ini memvalidasi bahwa tekanan regulasi dan 
peraturan pemerintah mampu menjadi pendorong UMKM untuk beralih ke praktik hijau, selain 
faktor permintaan dan penawaran. Namun, implementasi regulasi dan peraturan yang baik 
perlu mempertimbangkan pemahaman dan kapasitas UMKM. Hal ini dikarenakan kebijakan 
pemerintah secara tidak langsung menjadi katalisator dalam meningkatkan kesadaran nilai 
lingkungan UMKM dengan mempertimbangkan kesiapan dan sumber daya mereka untuk 
patuh. 

Spesifik pada konstruk dukungan pemerintah, temuan menunjukan kecenderungan 
bahwa konstruk ini meningkatkan nilai praktik lingkungan pada UMKM, di mana peningkatan 
ini linier terhadap intensi peralihan UMKM ke praktik bisnis hijau. Hal ini berarti dukungan 
pemerintah baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, memiliki peran penting dalam 
mendorong nilai praktik bisnis hijau UMKM (Anwar & Li, 2021; Songling dkk., 2018). Dukungan 
finansial dapat membantu meningkatkan kinerja dan ekspansi bisnis, sementara dukungan 
non-finansial dapat menunjang pertumbuhan usaha, promosi, dan keberlangsungan bisnis. 
Dukungan efektif pemerintah, seperti pelatihan, pendampingan, insentif, serta akses sumber 
daya, juga menjadi rujukan penting terkait peningkatan UMKM dalam memahami nilai 
lingkungan dan menerapkannya secara praktis. Secara keseluruhan temuan ini mendukung 
pendapat sebelumnya bahwa dukungan pemerintah merupakan faktor kunci bagi UMKM 
untuk mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan (Hörisch dkk., 2017; Květoň & Horák, 
2018; Raz & Ovchinnikov, 2015).

Temuan menarik lainnya yaitu kemitraan dan kreasi bersama pihak  eksternal seperti 
dengan universitas dan komunitas dapat menjadi cara efektif untuk mempromosikan nilai 
praktik bisnis hijau pada UMKM (Yousaf, 2021). Baik dari hasil kuantitatif maupun kualitatif, 
memvalidasi bahwa konstruk ini memiliki kepentingan alternatif dari dukungan pemerintah, 
guna meningkatkan peralihan UMKM ke praktik bisnis hijau melalui kesadaran akan nilai 
lingkungan (Chih dkk., 2019; Guo dkk., 2020; Yousaf, 2021). Lebih dalam, kemitraan ini tidak 
hanya dapat memberikan modal atau pasokan dana, tetapi juga panduan dan pelatihan 
tentang praktik bisnis hijau serta membantu mengidentifikasi teknologi yang mendukung 
pelestarian lingkungan. Selain itu, kreasi bersama dengan pelanggan dan sektor usaha juga 
dapat mendukung inovasi sektor lingkungan. Fokus bisnis saat ini juga telah beralih pada 
promosi dan pengembangan praktik hijau untuk meningkatkan nilai penciptaan produk dan 
mengikuti permintaan pelanggan akan produk ramah lingkungan. Semua ini diharapkan akan 
membantu UMKM meningkatkan pemahaman tentang praktik bisnis hijau dan mengadopsi 
praktik-praktik yang lebih berkelanjutan.

Terakhir, dari sisi hambatan, temuan penelitian menggarisbawahi tingginya biaya 
peralihan yang harus ditanggung oleh pengelola UMKM, ketika memutuskan untuk beralih 
sepenuhnya ke praktik bisnis hijau. Hal ini mendukung pendapat sebelumnya di mana biaya 
peralihan sering menjadi kendala bagi UMKM untuk mengadopsi praktik hijau, terutama pada 
Negara-negara berkembang (Margosi, 2022; Partalidou dkk., 2021). Hasil ini memvalidasi bahwa 
beralih ke praktik bisnis hijau memiliki tantangan praktis terkait kesuksesan operasional dan 
finansial. Kesulitan UMKM untuk bersaing di pasar dengan tetap mengadopsi praktik-praktik 
ramah lingkungan, juga disebabkan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Untuk itu, 
UMKM harus siap menanggung biaya investasi awal, biaya operasional yang lebih tinggi, dan 
biaya pelatihan dan sertifikasi untuk menerapkan praktik bisnis hijau. Meskipun demikian, Ram 
& Wu (2016) menemukan bahwa biaya peralihan dalam bisnis sangat bergantung pada kondisi 
dan situasi dalam bisnis. Oleh karena itu, UMKM harus mempertimbangkan secara cermat 
dan konsisten apakah akan beralih ke praktik bisnis hijau secara langsung atau perlahan.

Simpulan dan Rekomendasi

Dapat disimpulkan, studi ini dapat menjawab konstruk relevan guna meningkatkan 
intensi peralihan UMKM ke praktik bisnis hijau. Temuan menunjukkan bahwa regulasi dan 
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peraturan pemerintah secara positif mendorong nilai praktik lingkungan dan niat UMKM untuk 
beralih ke praktik hijau. Selanjutnya, dukungan pemerintah seperti bantuan keuangan dan 
non-keuangan, memainkan peran penting dalam mempromosikan praktik bisnis hijau. Selain 
itu, kemitraan dan kreasi bersama dengan pihak eksternal seperti dengan universitas dan 
komunitas, merupakan cara efektif dalam mendorong peralihan praktik bisnis hijau UMKM. 
Namun, biaya yang tinggi dari transisi ke praktik hijau tetap menjadi hambatan utama bagi 
UMKM, adapun perlu menjadi fokus bersama multi-sektoral. Berdasarkan temuan tersebut, 
terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan bagi para pihak, antara lain:

1.	 Bagi pembuat kebijakan seperti Kementerian terkait dan Bank Indonesia perlu 
meningkatkan regulasi dan peraturan yang mendukung praktik bisnis hijau, serta 
memberikan insentif dan fasilitas untuk UMKM yang beralih ke praktik hijau. Selain 
itu, institusi pemerintah terkait juga perlu memberikan bantuan keuangan dan non-
keuangan yang tepat sasaran untuk membantu UMKM dalam bertransisi ke praktik 
bisnis hijau. Pengembangan dan dorongan terciptanya pemodalan berbasis hijau juga 
dapat menjadi daya tarik pengusaha UMKM hijau untuk memulai menerapkan praktik 
bisnis hijau dengan segala kelebihannya. Terakhir, dorongan lembaga pemerintah dan 
non-pemerintah dalam membangun ekosistem sirkular dan berkelanjutan bagi pelaku 
bisnis UMKM menjadi kunci kesuksesan dalam penerapannya.

2.	 Bagi pelaku UMKM, perlu mengambil inisiatif untuk bertransisi ke praktik bisnis 
hijau dan memperkuat kemampuan dalam menerapkan praktik bisnis hijau. UMKM 
juga dapat memanfaatkan kemitraan dan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti 
universitas dan komunitas untuk mendapatkan pengetahuan dan dukungan dalam 
menerapkan praktik bisnis hijau.

3.	 Bagi Universitas dan komunitas perlu aktif dalam pemberdayaan dan membangun 
kemitraan serta kreasi bersama dengan UMKM dalam mendorong peralihan ke praktik 
bisnis hijau dan mengbangkan ekosistem bisnis lebih surkular dan berkelanjutan. 
Universitas/lembaga penelitian dapat menyediakan pengetahuan dan keterampilan 
untuk membantu UMKM dalam mengembangkan praktik bisnis hijau (seperti 
community based-research), kerjasama pembiayaan dan investasi (inkubasi bisnis 
hijau), sedangkan komunitas dapat memberikan dukungan dalam hal sertifikasi, 
kampanye dan akses ke pasar untuk produk dan layanan yang ramah lingkungan.

4.	 Stakeholder lainnya seperti investor, konsumen, dan media dapat berperan dalam 
mendukung praktik bisnis hijau UMKM dengan memberikan perhatian dan penghargaan 
atas upaya UMKM dalam menerapkan praktik bisnis hijau. Hal ini dapat meningkatkan 
citra dan reputasi UMKM yang bertransisi ke praktik bisnis hijau serta memberikan 
kepercayaan kepada masyarakat.

Dengan demikian, kesinambungan antara para pihak dan kolaborasi multi-sektoral 
sangat penting dalam mendorong peralihan praktik bisnis hijau UMKM dan berpotensi besar 
menjadi poros penggerak ekonomi hijau yang berkelanjutan di Indonesia.
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